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RINGKASAN

Ria Fitriyana.2019. Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) di Sektor Industri (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang). Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Muhammad
Shobaruddin, MA dan Nurjati Widodo, S.AP, M.AP. 188 Hal + xviii

Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh menteri, gubernur,
walikota ataupun bupati dengan membentuk Penjabat Pengawas Lingkungan Hidup
(PPLH) atau Penjabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Pelaksanaan
pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009. Kabupaten Malang merupakah salah
satu penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jawa Timur. Jumlah
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dipengaruhi oleh jumlah perusahaan
yang tinggi. Selain itu masih terdapat industri yang tidak memiliki izin pengelolaan
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan belum memenuhi persyaratan
dalam melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Berdasarkan dua fakta tersebut maka peneliti ingin mengetahui, mendeskripsikan,
dan menganalisis pengawasan pengelolaan limbah Berbahaya dan Beracun (B3) di
sektor industri yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif
dengan dua fokus penelitian yaitu : 1) Proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri; 2) Faktor pendukung
dan penghambat proses pelaksanaan pengawasan. Jenis dan sumber data dalam
penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari informan serta data sekunder
yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Metode analisis yang digunakan adalah
model Strauss and Corbin. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan
pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) belum
maksimal dikarenakan dalam penetapan indikator kuantitas, waktu, subjek, dan
interval pengawasan pada tahap-tahap proses pengawasan belum sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Faktor pendukung proses
pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
adalah anggaran dan masyarakat sedangkan yang menjadi faktor pengahambat
adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keahlian petugas pengawasan,
serta ketersedian informasi industri.

Kata Kunci : Pengawasan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),
Sektor Industri

vii



SUMMARY

Ria Fitriyana.2019. Controlling Management of Hazardous and Toxic Material
Waste in the Industrial Sector (Study in the Departement of Environment of
Malang Regency). Undergraduated Thesis. Advisors : Dr. Drs. Muhammad
Shobaruddin, MA and Nurjati Widodo, S.AP., M.AP. 188 Hal + xviii

Controlling management of hazardous and toxic material waste is one of
the obligation that has to be done by the minister, governor, mayor or even regent
by establishing an Official of Environmental Supervisor or Official of Regional
Environmental Supervisor. The execution of controlling management of hazardous
and toxic material waste have to be based on Government Regulation Number 101
of 2014 and Regulation of the Minister of Environment Number 30 of 2009. Malang
Regency is one of the producers of hazardous and toxic material waste in East Java.
The amount of hazardous and toxic material waste is also affected by the high
amount of companies. In addition there are still industries that do not have permits
to manage hazardous and toxic material waste and have not met the requirements
for managing hazardous and toxic material waste. Based on these two facts, the
researcher wanted to know, describe, and analyze the controlling mangement of
hazardous and toxic material waste in the industrial sector carried out by the
Departement of Environment of Malang Regency.

This research uses a descriptive method with a qualitative approach with two
research focuses, namely: 1) The process of implementing controlling management
hazardous and toxic material waste in the industrial sector; 2) Supporting factors
and obstacles to the process of implementing controlling. The types and sources of
data in this research are primary data that is obtain from informants as well as
secondary data obtain from documents. The analytical method that use in the
research is the Strauss and Corbin model. The results of the research explain that
the implementation of controlling of the management of hazardous and toxic
material waste was not maximal due to the determination of indicators quantity,
time, subject, controlling interval in the stageof the controlling process is still not
in accordance with Government Regulation Number 101 of 2014. The supporting
factors of controlling management of hazardous and toxic material waste is the
budget and society, while the limiting factors are human resources, facilities and
infrastructure, expertise of supervisory officers, and availability of industrial
information.

Keywords: Controlling, Hazardous and Toxic Material Waste, Industrial
Sector
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Limbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat didefinisikan sebagai sisa
suatu usaha dan kegiatan. Djohan dan Halim (2013:6) menyatakan bahwa limbah
adalah sisa dari suatu produksi dapat berbentuk padat, cair, ataupun gas yang tidak
dipergunakan kembali. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa limbah bersumber dari kegiatan ataupun usaha produksi yang tidak
dipergunakan kembali.

Kegiatan yang dapat menghasilkan limbah adalah kegiatan rumah tangga,
industri, pelayanan kesehatan, perdagangan, pertanian dan perkebunan, pariwisata,
dan lain-lain. Limbah berdasarkan jenis senyawanya dapat dibedakan menjadi
limbah organik, limbah anorganik dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
(Zulkifli, 2017:17). Dampak positif limbah bagi lingkungan misalnya limbah
organik dapat dijadikan sebagai pupuk organik. Selain itu limbah memiliki dampak
negatif terhadap manusia dan lingkungan yaitu dapat menyebabkan malaria, kolera,
peyakit kulit, hepatitis, HIV, bahkan kematian. Penelitian yang dilakukan oleh
Haque pada tahun 1994 menyebutkan bahwa sekitar 5,2 juta orang meninggal
akibat penyakit yang disebabkan oleh limbah (Satrianegara, 2016:62).

Salah satu jenis limbah adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan



Berbahaya dan Beracun (B3) mendefinisikan bahwa limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) adalah zat, energi, dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi
serta jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan,
merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) berasal dari limbah industri, rumah tangga, rumah sakit,
pertambangan, pertanian dan perkebunan, transportasi, dan lain-lain.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus dikelola dengan baik dan
sesuai dengan prosedur. Apabila pengelolaannya tidak sesuai dengan prosedur
maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Dampak
negatif limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu karena sifat beracun,
mudah terbakar, reaktif, dan korosif (toxicity, flammability, reactivity, and
corrosivity) yang dapat menyebabkan secara langsung ataupun tidak langsung
merusak, mencemarkan lingkungan, serta membahayakan kesehatan manusia
(Djohan, 2014:88). Selain itu karena sifat persistant dari limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) dapat memberikan dampak berantai mengikuti proses
pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaring-jaring rantai makanan (Setiyono,
2004:304).

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus dilakukan
secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3). Proses pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu proses pengurangan limbah B3,



penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3,
pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3 dan penimbunan limbah B3.
Seluruh penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) khususnya sektor
industri diwajibkan untuk mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan untuk
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan oleh penghasil limbah ataupun pihak
ketiga sebagai pengelola limbah setelah memiliki izin pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di
Indonesia biasanya dikelola oleh pihak ketiga yang telah memiliki izin pengelolaan
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Laporan Kinerja Ditjen PSLB3, 2016).
Jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia yang dikelola

dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2015 dan 2016

No Tahun Target Realisasi
1. 2015 125.000.000 ton 124.850.000 ton
2. 2016 175.000.000 ton 172.040.000 ton
Sumber : Olahan Peneliti, 2019 (Dikutip dari Laporan Kinerja Ditjen PSLB3,
2015 dan 2016)

Selain itu pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dapat
termanfaatkan ditargetkan sebesar 100% tetapi realisasinya hanya tercapai sebesar

90.83%. Pengelolaan yang termanfaat misalnya limbah Bahan Berbahaya dan



Beracun (B3) dapat dijadikan sebagai pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM)
(Laporan Kinerja Ditjen PSLB3, 2016). Oleh karena itu pengelolaan limbah di
Indonesia saat ini dapat dikatakan belum mencapai target yang telah ditetapkan dan
perlu adanya peningkatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 101 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengawasan pengelolaan
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilaksanakan oleh menteri,
gubernur, bupati, atau walikota dengan membentuk Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).
Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan
terhadap seluruh penghasil serta pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3). Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengawasan yaitu melakukan
pemantauan secara langsung pada sektor industri yang diawasi, verifikasi terhadap
laporan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta dumping
(pembuangan) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan inspeksi lanjutan
terhadap laporan pengaduan masyarakat.

Kabupaten Malang merupakan salah satu penghasil limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) di Jawa Timur. Limbah yang dihasilkan berasal dari kegiatan
industri maupun lembaga medis seperti poliklinik, puskesmas, rumah sakit ataupun
rumah tangga. Sektor industri merupakan yang menghasilkan limbah yang paling
tinggi. Jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jawa Timur dapat

dijelaskan dalam tabel berikut :



Tabel 1.2 Jumlah Limbah B3 di Jawa Timur Tahun 2016 dan 2017
No Tahun Jumlah Limbah B3

1. 2016 18.335.247 ton
2. 2017 136.575.510 ton
Sumber : Olahan Peneliti, 2019 (Dikutip dari IKLHPD Jawa Timur Tahun 2016
dan 2017)

Jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada sektor industri di
Kabupaten Malang pada tahun 2018 mencapai 10.897,68627 ton/tahun (Dikutip
dari Dokumen Data Base Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor
Industri, 2019). Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten
Malang salah satunya berasal dari industri. Kabupaten Malang memiliki jumlah
perusahaan tertinggi di Jawa Timur yaitu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Perusahaan di Provinsi Jawa Timur

No Kabupaten/Kota Jumlah
Perusahaan
1. Kabupaten Malang 48.918
2. Kabupaten Mojokerto 34.740
3. Kabupaten Blitar 33.527
4, Kabupaten Jombang 33.208
5. Kota Surabaya 31.644
6. Kabupaten Trenggalek 30.673
7. Kabupaten Bangkalan 30.360
8. Kabupaten Madiun 27.661
9. Kabupaten Gresik 27.051
10. | Kabupaten Nganjuk 26.966
11. | Kabupaten Sumenep 26.907
12. | Kabupaten Lamongan 26.127
13. | Kabupaten Lumajang 25.479
14. | Kabupaten Tuban 25.451
15. | Kabupaten Pasuruan 24.691
16. | Kabupaten Probolinggo 24.581
17. | Kabupaten Magetan 24.508
18. | Kabupaten Banyuwangi 23.476
19. | Kabupaten Bondowoso 23.317
20. | Kota Malang 22.857
21. | Kabupaten Pacitan 22.442
22. | Kabupaten Bojonegoro 22.310




23. | Kabupaten Jember 20.146
24. | Kabupaten Tulungagung 19.775
25. | Kabupaten Situbondo 19.410
26. | Kabupaten Sampang 15.904
27. | Kabupaten Ponorogo 15.844
28. | Kabupaten Pamekasan 14.399
29. | Kota Pasuruan 11.041
30 | Kabupaten Ngawi 9.373
31. | Kota Kediri 8.777
32. | Kabupaten Kediri 8.348
33. | Kota Mojokerto 8.295
34. | Kota Madiun 7.883
35. | Kota Blitar 7.747
36. | Kota Probolinggo 7.662
37. | Kota Batu 7.166
Sumber : Olahan Peneliti, 2019 (dikutip dari Provinsi Jawa Timur Dalam Angka
2018)

Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Malang memiliki jumlah
perusahaan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Perusahaan tersebut bergerak
dibidang jasa, makanan, tekstil, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang tinggi
berpotensi untuk menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari
kegiatan usahanya (Aditama, 2017:5). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
yang dihasilkan pada sektor industri dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan
lingkungan hidup.

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) juga telah
dilaksanakan di Kabupaten Malang. Semua pihak penghasil limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) sektor industri di Kabupaten Malang diwajibkan
untuk melaksanakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
sesuai dengan Standard Operating dnd Procedure (SOP) yang telah ditetapkan.
Kewajiban pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tersebut sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) bertujuan mencegah dan mengatasi pencemaran serta
kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3).

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada sektor industri
di Kabupaten Malang dapat dikatakan belum optimal. Industri sebagai salah satu
penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus memiliki izin
lingkungan dari kegiatan industri yang dilakukan (Aditama, 2017). Jumlah industri
di Kabupaten Malang dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4 Jumlah Industri di Kabupaten Malang Tahun 2012-2016

No Jenis Industri 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1. Formal/Berijin
a) Besar 30 30 30 30 30
b) Menengah 358 378 389 402 413
c) Kecil 1329 | 1359 | 1385 | 1407 | 1447
Jumlah Industri 1.717 | 1.767 | 1.804 | 1.839 | 1.890
Formal
2. | Informal/Rumah Tangga | 19.637 | 20.128 | 20.430 | 20.452 | 21.050
Jumlah Total Industri 21.354 | 21.895 | 22.234 | 22.291 | 22.940

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2016

Jumlah industri di Kabupaten Malang yang memiliki izin lingkungan untuk
melakukan kegiatan industri hanya mencapai 19,4 % (Aditama, 2017). Kegiatan
tersebut tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap kegiatan industri
wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL ataupun izin lingkungan. Hal tersebut juga
didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2016 pasal 75 ayat (1)

yang menjelaskan bahwa seluruh penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



(B3) wajib melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Selain itu juga diwajibkan untuk memiliki izin pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3).

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir peningkatan jumlah limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maka seharusnya dilakukan kegiatan
sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Pelaksanaan kegiatan
sosialisasi bagi penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) masih belum
dilakukan secara optimal pada tahun 2017 (Aditama, 2017). Pelaku industri di
Kabupaten Malang masih banyak yang belum mengetahui bahwa kegiatan industri
yang dilakukan menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
(Aditama, 2017).

Kesadaran pelaku industri di Kabupaten Malang dapat dikatakan masih
tergolong rendah. Hal tersebut karena masih banyak industri yang tidak memiliki
dokumen lingkungan khususnya rekomendasi pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3). Jumlah rekomendasi penyimpanan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Jumlah Rekomendasi Penyimpanan Limbah B3 Tahun 2017 dan

2018
No Tahun Jumlah
1. 2017 147 Perusahaan
2. 2018 163 Perusahaan
Sumber : Olahan Peneliti (Dikutip dari Dokumen Izin Rekomendasi Penyimpanan
Limbah B3)

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat tercapai secara
optimal apabila dilakukan pengawasan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk

mengetahui masalah-masalah serta hambatan-hambatan dalam proses pencapaian



tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) di Kabupaten Malang yang telah dilakukan oleh Dinas
Lingkungan Hidup di sektor industri menghasilkan bahwa sebanyak 11 perusahaan
mendapatkan izin rekomendasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) serta dari 51 perusahaan yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang secara keseluruhan terdapat industri yang belum memiliki izin
pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu beberapa
perusahaan belum memenuhi persyaratan dalam melakukan pengelolaan limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dapat merusak kondisi lingkungan hidup
(Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Malang, 2016).

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan
menjadi beberapa point utama. Pertama, yaitu jumlah industri di Kabupaten Malang
yang telah memiliki izin rekomendasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) tidak berbanding lurus dengan jumlah industri yang ada. Kedua,
masih terdapat industri yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dan belum memenuhi persyaratan dalam melakukan
pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Berdasarkan
permasalahan tersebut peneliti ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai
“Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di

Sektor Industri (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang”.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) di Sektor Industri Kabupaten Malang?
2. Apakah Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengawasan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor

Industri Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah berusaha menjawab perumusan masalah yang
telah dilakukan. Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan
sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Pengawasan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor
Industri Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Faktor
Penghambat dan Faktor Pendukung Pengawasan Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor Industri Kabupaten Malang.

1.4 Kontribusi Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis

dan praktis yaitu:
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1. Kontribusi Akademis
Dapat digunakan sebagai bahan kajian serta menambah referensi dalam
pengembangan keilmuan Administrasi Publik.

2. Kontribusi Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri
serta selanjutnya sebagai referensi pelaksanaan penelitian lebih
lanjut tentang pengawasan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) di sektor industri Kabupaten Malang.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber
informasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih
lanjut tentang pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) di sektor industri Kabupaten Malang.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pemerintah
sebagai mengkaji pengawasan pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri Kabupaten Malang.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan
pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor
industri dengan menggunakan model pengawasan berbasis e-

goverment agar lebih efektif dan efisien.

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan suatu susunan keseluruhan dari suatu karya

ilmiah yang disusun secara garis besar dengan tujuan untuk memudahkan pembaca
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mengetahui substansi yang terkandung di dalam karya ilmiah. Berdasarkan

susunannya, karya ilmiah berupa skripsi ini di uraikan ke dalam lima bab, yaitu:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah
penelitian yaitu pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) di sektor industri Kabupaten Malang. Selain itu
pada bab ini juga menjelaskan rumusan masalah sebagai batasan
penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik secara

akademis maupun praktis dan sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan teori yang digunakan sebagai landasan
penelitian ini oleh peneliti. Teori atau konsep yang dipaparkan
dapat digunakan sebagai instrumen analisis data yang telah didapat

oleh peneliti di lapangan.

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian oleh peneliti. Metode ini terdiri dari
jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,

instrumen penelitian, analisis data dan keabsahan data.

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan deskripsi tentang gambaran umum lokasi

dan situs penelitian yaitu Kabupaten Malang dan Dinas



BAB V
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Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Serta menyajikan hasil
penelitian dan analisis data proses pelaksanaan pengawasan
pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor
industri, faktor pendukung dan faktor penghambat proses
pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) di sektor industri.

: PENUTUP

Pada bab ini memaparkan kesimpulan jawaban dari permasalahan
yang telah ditetapkan. Peneliti juga memberikan saran atas
pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) di sektor industri.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai salah satu referensi peneliti untuk

memperbanyak teori yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan

beberapa jurnal dan skripsi yang berkaitan penelitian untuk digunakan sebagai

referensi. Penelitian terdahulu dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Pengelolaan Limbah
Rumah Sakit oleh
Dinas Lingkungan
Hidup Kota Serang
(Studi Kasus di RSUD
dr. Drajat
Prawiranegara
Kabupaten Serang)

Novi Ari Adistya

Skripsi Fakultas llmu
Sosial dan Politik
Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, Juni
2017

No | Identitas Skripsi atau Metode Hasil Penelitian
Jurnal Penelitian
1. | Pengawasan Deskriptif Hasil analisis penelitian ini

adalah sebagai berikut :
1. Pengawasan pengelolaan

limbah rumah sakit yang

dilakukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup belum

terlaksana secara optimal

dikarenakan beberapa faktor
penghambat seperti :

a. Kurangnya sumber daya
manusia dan tenaga ahli
untuk Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup
(PPLH) dan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil

(PPNS).

b. Kurangnya peralatan
laboratorium untuk
pengujian keabsahan data
serta kendaraan

operasional yang terbatas.

. Partisipasi masyarakat dalam

mengawasi pengelolaan
limbah rumah sakit belum
optimal dikarenakan

sosialisasi dari Dinas

14
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Lingkungan Hidup belum
optimal.

3. Proses pengelolaan limbah
rumah sakit juga dilakukan
dengan bekerja sama pada
PT Wastek Internasional.

4. Pengelolaan limbah rumah
sakit di RSUD dr. Drajat
Prawirangera dapat
dikatakan baik karena tidak
dibuang secara langsung di
lingkungan.

Implementasi
Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun
2014 Tentang
Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan
Beracun di Sektor
Industri Kabupaten
Malang (Studi pada
Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten
Malang)

Royan Aditama

Skripsi Fakultas llmu
Administrasi
Universitas Brawijaya,
2017

Deskriptif

Hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan
Pemerintah  Nomor 101
Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

di sektor industri yang di

lakukan  belum  optimal
dikarenakan :
a. Belum maksimalnya

sosialisasi yang dilakukan
oleh Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten
Malang.
b. Jumlah  sumber daya

manusia tidak seimbang
dengan jumlah industri
yang ada di Kabupaten

Malang dan kualitas
sumber daya manusia
yang tidak  memiliki
kompetensi dalam
pengelolaan limbah
Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3).
2. Faktor penghambat dalam
proses implementasi yaitu:

a. Keterbatasan sumber
daya manusia, data
jumlah industri penghasil
limbah B3.

b. Kepedulian pelaku
industri terhadap ketaatan
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peraturan
undangan.

perundang-

Pengawasan Limbah
Cair Rumah Sakit oleh
Badan Lingkungan
Hidup Kota Pekanbaru
2014-2015

Marhta Gunawan

JOM FISIP VVolume 3
No 1, Februari 2016

Deskriptif

Hasil analisis penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Pengawasan

. Badan Lingkungan Hidup

. Mekanisme

. Pengolahan limbah cair oleh

limbah cair
Rumah Sakit di Kota
Pekanbaru yang dilakukan
olehn Badan Lingkungan
Hidup dinilai belum
maksimal yaitu dikarekan
pihak Badan Lingkungan
Hidup melakukan
pemantauan  rumah sakit
belum secara keseluruhan,
yaitu ditandai dengan adanya
rumah sakit yang belum
memenuhi ketentuan seperti

belum memiliki alat
pengolahan limbah yang
memenuhi  standar tetapi
rumah sakit tersebut
mendapatkan izin

pengendalian limbah cair.

Kota Pekanbaru tidak tegas
memberikan sanksi kepada
Rumah Sakit yang
melakukan pelanggaran.
pengolahan
limbah cair Rumah Sakit di
Kota  Pekanbaru  vyaitu
sumber daya manusia yang
ahli dan berkualitas di bidang
pengendalian limbah cair
Rumah Sakit masih sedikit.

Rumah Sakit dapat
menimbulkan dampak
terhadap masyarakat dan
lingkungan  seperti  bibit
penyakit  yang sangat
berbahaya.

Sumber: Olahan Peneliti, 2019 (Dikutip dari Novi Ari Adistya,2017 ; Royan
Aditama,2017 ; Marhta Gunawan,2016)



17

Peneliti telah mempelajari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada
tabel di atas tentang pengawasan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas
Lingkungan Hidup. Penelitian terdahulu tidak terdapat kesamaan judul seperti
dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan penelitian
terdahulu yang telah dipilih oleh peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Akan
tetapi yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu adalah
pengawasan pengelolaan limbah dikhususkan pada limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) di sektor industri. Oleh karena itu penelitian ini dapat digunakan
sebagai referensi bagi penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di
sektor industri, pemerintah, serta masyarakat terkait proses pengawasan

pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri.

2.2 Administrasi Publik
2.2.1 Definisi Administrasi Publik
Nicolas Henry dikutip dari Pasolong (2012:56) mendefinisikan bahwa
administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik,
dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam
hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan
publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Menurut Chandler & Plano
dikutip dari Pasolong (2012:55) menyatakan bahwa :
“Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel
publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan,
mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan
dalam kebijakan publik. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang

bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan
terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.”
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David H. Rosenbloom dikutip dari Pasolong (2012:56) mendefinisikan
administrasi publik adalah pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen,
politik, dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif,
eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi  pengaturan dan pelayanan terhadap
masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Berdasarkan penjelasan para ahli
diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah sebagai proses
untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan pengelolaan kebijakan publik
yang dilakukan oleh beberapa sumber daya tertentu dalam bentuk keputusan,
kebijakan dan program tertentu yang memiliki landasan hukum serta
diimplementasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
menjalankan pemerintahan disuatu negara.

2.2.2 Paradigma Administrasi Publik
Menurut Nicolas Henry dikutip dari Pasolong (2012:35) mengemukakan

beberapa paradigma administrasi publik yaitu:
1. Old Public Administration
a. Paradigma Dikotomi Antara Politik dan Administrasi (1900-1926)
Fokus ilmu administrasi negara terbatas pada masalah-masalah
organisasi, pengawasan, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam
birokrasi dan  pemerintahan. Lokus paradigma ini  adalah
mempermasalahkan dimana seharusnya administrasi negara ini berada.
b. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1927)
Lokus dari administrasi negara tidak merupakan masalah. Fokus
prinsip-prinsip administrasi dapat dipandang universal pada setiap bentuk

organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Prinsip administrasi
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negara dapat diterapkan di negara apapun walaupun memiliki perbedaan
kebudayaan, lingkungan, visi, dan lainnya.
c. Paradigma Administrasi Negara sebagai lImu Politik (1950-1970)

Fase administrasi negara telah berkembang sebagai bagian dari ilmu
politik. Pada masa ini terdapat dua perkembangan baru yaitu tumbuhnya
penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat epistimologis
serta timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai
salah satu bagian dari ilmu administrasi (Umar dikutip dari Pasalong,
2012:37).

d. Paradigma Administrasi Negara sebagai llmu Administrasi (1954-1970)

Fase administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi.
Perkembangannya diawali dengan ketidaksenangan bahwa ilmu
administrasi dianggap sebagai ilmu kedua setelah ilmu politik. Fase ilmu
administrasi ini hanya memberikan fokus tidak juga pada lokus.

e. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (setelah

1970)

Fase administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi
negara yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (policy science),
dan ekonomi politik.

2. New Public Management (NPM)
Paradigma New Public Management melihat bahwa paradigma
manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam

memberikan pelayanan kepada publik. Vigoda dikutip dari Pasolong
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(2012:41) mengungkapkan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip New Public

Management (NPM) yaitu :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik
Penggunaan indikator kinerja

Penekanan yang lebih besar pada kontrol output

Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil

Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi

Penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen
Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi

dalam penggunaan sumber daya.

New Public Management menerapkan pengetahuan dan pengalaman

yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi

modern. Menurut Ferlie, Ashbuerner, Flizgerald dan Pettgrew dikutip dari

Pasolong (2012:42) sasaran New Public Management (NPM) yaitu:

1)

2)

3)

Orientasi The Drive yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam
pengukuran Kinerja.

Orientasi  Downsizing and  Desentralization  yaitu
mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi
dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil
agar dapat berfungsi secara tepat dan cepat.

Orientasi In Search of Excellence yaitu mengutamakan kinerja

optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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4) Orientasi Public Service yaitu menekankan pada kualitas, misi,
dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik,
memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi,
kebutuhan, dan partisipasi “user” serta masyarakat, memberikan
otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih
masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka, menekankan “sosial
learning” dalam pemberina pelayanan publik dan penekanan
pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi
masyarakat dan akuntabilitas.

3. New Public Service (NPS)
Denhardt dikutip dari Pasolong (2012:42) menjelaskan bahwa The New
Public Service memuat ide-ide pokok sebagai berikut:
a. Serve Citizen, Not Customers
Aparatur pelayanan publik tidak hanya merespon keinginan
pelanggan (customer), tetapi lebih fokus pada pembangunan
kepercayaan dan kolaborasi antara warga negara (citizen).
b. Seek the Public Interest
Administrasi  publik harus memberikan kontribusi  untuk
membangun sebuah kebersamaan, membagi gagasan dari kepentingan
publik, tujuannya adalah tidak untuk menemukan pemecahan yang

cepat dikendalikan oleh pilihan-pilihan individu.
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c. Value Citizen Over Entrepreneurship

Kepentingan publik dapat dimajukan oleh komitmen aparatur
pelayanan publik dan warga negara untuk membuat kontribusi lebih
berarti.
d. Think Strategecally, Act Democracally

Kebijakan dan program dapat dicapai secara lebih efektif serta
berhasil secara bertanggungjawab mengikuti upaya bersama dan proses
kebersamaan dengan dilakukan pertemuan.
e. Recognized that Accountability is Not Simple

Aparatur pelayan publik harus perhatian lebih terhadap pasar serta
mengikuti peraturan perundang-undangan dan konstitusi, nilai-nilai
masyarakat, norma-norma politik, standar-standar profesional dan
kepentingan warga negara.
f. Serve Rather Than Steer

Pelayanan publik harus menggunakan andil, nilai-nilai
kepemimpinan mendasar, serta membantu warga mengartikulasikan
dan mempertemukan kepentingan yang menjadi bagian untuk
mengontrol atau mengendalikan masyarakat pada petunjuk-petunjuk
baru.
g. Value People, not Just Productivity

Organisasi publik dan kerangka kerja harus berpartisipasi dalam
mengoperasikan kegiatannya sesuai dengan proses kebersamaan serta

mendasarkan diri pada kepemimpinan.
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2.2.3 Ruang Lingkup Administrasi Publik
Nicholas Henry dikutip dari Pasolong (2012:64) mengatakan ruang lingkup
administrasi publik yaitu :

a. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model
organisasi, dan perilaku birokrasi.

b. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen,
evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen
sumber daya manusia.

c. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik
dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan

etika birokrasi.

2.3 Manajemen Pengelolaan Limbah
2.3.1 Definisi Manajemen
Menurut Haimann dikutip dari Manullang (2012:3) manajemen adalah fungsi

untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha
individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. G.R Terry dikutip dari
Manullang (2012:3) mendefinisikan manajemen adalah pencapaian tujuan yang
ditetapkan terlebih dahulu dengan mepergunakan kegiatan orang lain. Berdasarkan
kedua definisi diatas maka terlihat yang menjadi unsur manajemen adalah :

a. Adanya suatu tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dulu.

b. Tujuan dapat dicapai atau di peroleh melalui kegiatan orang lain.

c. Karena kegiatan melalui bantuan orang lain maka perlu diadakan

bimbingan dan pengawasan.
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Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh beberapa pendapat diatas maka
dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses kerja sama antara dua orang
atau lebih dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dengan proses yang efektif dan efisien.

2.3.2 Definisi Limbah

Menurut Zulkifli (2017:15) limbah adalah zat atau bahan buangan yang
dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, yang
kehadirannya pada suatu saat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena dapat
menurunkan kualitas lingkungan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
menyebutkan bahwa limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa
limbah adalah sisa dari suatu usaha industri atau domestik yang telah dibuang serta
dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan.

2.3.3 Jenis-Jenis Limbah
Menurut Zulkifli (2017:16-17) jenis-jenis limbah dapat dibedakan berdasarkan
sumber dan jenis senyawanya.
1. Jenis-jenis limbah berdasarkan sumbernya
a. Limbah domestik atau rumah tangga yaitu limbah yang berasal dari
kegiatan permukiman penduduk atau rumah tangga dan kegiatan
usaha seperti pasar, restoran, gedung perkantoran dan lain-lain.

b. Limbah industri yaitu sisa atau buangan dari hasil proses industri.
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c. Limbah pertanian yaitu limbah yang berasal dari daerah pertanian
maupun perkebunan.

d. Limbah pertambangan yaitu berasal dari kegiatan pertambangan
misalnya logam dan batuan.

e. Limbah pariwisata yaitu limbah yang berasal dari kegiatan wisata.

f.  Limbah medis adalah limbah yang berasal dari dunia kesehatan.

2. Jenis-jenis limbah berdasarkan senyawanya

a. Limbah organik yaitu limbah yang berasal dari makhluk hidup dan
bersifat mudah terurai.

b. Limbah anorganik yaitu segala jenis limbah yang tidak dapat atau sulit
terurai secara alami.

c. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu limbah yang secara
langsung dan tidak langsung dapat mencemarkan, membahayakan
lingkungan, kesehatan dan kelangsungan manusia.

2.3.4 Manajemen Pengelolaan Limbah

Menurut Manullang (2012:4) manajemen adalah suatu proses pencapaian
tujuan dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Pencapaian tujuan tersebut
dapat dicapai melalui kegiatan atau proses dengan menggunakan struktur.
Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan
orang lain. Proses dalam kegiatan ini yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
hingga pengawasan (Rizqi, 2007:9). Pengelolaan limbah dapat dilakukan

berdasarkan jenis-jenis limbah (Zulkifli, 2017).
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Manajemen pengelolaan limbah adalah proses melaksanakan kegiatan
pengelolaan limbah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu mengurangi
limbah, mencegah agar tercipta lingkungan dan kesehatan manusia yang sehat.
Fungsi-fungsi manajemen pengelolaan limbah vyaitu adalah perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi manajemen dilakukan

agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2.4 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
2.4.1 Definisi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mendefinisikan bahwa limbah adalah sisa
dari suatu usaha atau kegiatan. Sedangkan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang
selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, serta komponen lain yang karena sifat,
konsentrasi dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Jadi, Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun atau Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). BAPEDAL
dikutip dari Djohan dan Halim (2013:88) menyatakan bahwa :

“limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) didefinisikan sebagai setiap
bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) karena sifat beracun, mudah terbakar,
reaktif, dan korosif (toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity) serta
kosentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak

langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan
kesehatan manusia.”
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Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau
menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Menurut Zulkifli (2017:41)
mendefinisikan bahwa :

“limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa aktifitas produksi
yang karena kuantitas, volume, konsentrasi, atau sifat fisika dan kimia atau
memiliki karakteristik menyebar, memiliki potensi yang berbahaya bagi
kesehatan manusia bahkan dapat menyebabkan meningkatnya angka
penyakit dan kematian serta pencemaran lingkungan.”

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa atau limbah produksi dari suatu kegiatan
tertentu yang mengandung zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia
dan menimbulkan pencemaran lingkungan.

2.4.2 Klasifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjelaskan bahwa Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) dapat klasifikasikan berdasarkan sebagai berikut:

a. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan kategori bahaya

1) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kategori 1 adalah limbah
yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
2) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kategori 2 adalah limbah

yang memiliki dampak secara langsung terhadap kesehatan masyarakat

dan lingkungan.



b.

28

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan sumbernya

1) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari sumber tidak spesifik
adalah limbah yang berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian,
pelarut kerak, pengemasan, pencegahan korosi, dll.

2) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari sumber spesifik
adalah limbah yang berasal dari sisa proses industri atau kegiatan yang
secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan karakteristiknya

1) Mudah meledak (explosive) adalah bahan yang dapat meledak apabila
adanya panas atau mekasnisme lain.

2) Mudah menyala adalah bahan cair, padat, uap atau gas yang dapat
terbakar secara cepat apabila dipaparkan langsung pada sumber
menyala.

3) Korosif adalah bahan cair atau padat yang dapat membakar serta
merusak jaringan kulit apabila terjadi kontak langsung.

4) Reaktif adalah bahan cair atau padat yang dapat bereaksi sesuai dengan
keadaan sekitarnya.

5) Infeksius adalah bahan cair atau padat yang dapat menginfeksi makhluk
hidup dan lingkungan.

6) Beracun adalah bahan cair, padat, dan gas yang dapat mempengaruhi

kesehatan manusia dan lingkungan apabila terkena limbah tersebut.
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2.4.3 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengelolaan limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi tujuh tahapan yaitu :

a. Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan
untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun
dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebelum dihasilkan dari
suatu usaha atau kegiatan. Upaya pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dapat dilakukan dengan cara substitusi bahan, modifikasi
proses, dan penggunaan teknologi.

b. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan
yang dilakukan penghasil limbah untuk menyimpan sementara limbah B3
yang dihasilkan.

c. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan
mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah sebelum diserahkan kepada
pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan /atau penimbun limbah B3.
Pengumpulan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara segregasi limbah B3
dan penyimpanan limbah B3. Pengumpul limbah B3 dapat melakukan
pengumpulan limbah B3 apabila telah memiliki izin pengelolaan limbah B3

untuk pengumpulan limbah B3.



30

d. Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat
dilakukan oleh badan usaha pengangkutan limbah. Pengangkutan limbah B3
harus dilakukan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah B3
kategori 1 dan alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Selain itu juga
pengangkut limbah B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3
serta izin pengelolaan limbah B3 untuk pengangkutan limbah B3.

e. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan
penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan
untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai
substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi
kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pemanfaatan limbah B3 harus
memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3.
f. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu proses
untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara
termal, stabilisasi dan solidifikasi serta cara lain sesuai dengan perkembangan

teknologi.
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g. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan
menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan yang bertujuan tidak
membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Penimbun limbah
B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
Fasilitas penimbunan limbah B3 yaitu penimbunan akhir, sumur injeksi,

penempatan, kembali di area bekas tambang, dam tailing, dan lain-lain.

2.5 Pengawasan
2.5.1 Definisi Pengawasan

Menurut George R Terry dikutip dari Manullang (2012:172) menyatakan
bahwa Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply
corrective measures, if needed, to insure result in keeping with plan. Sedangkan
Henry Fayol dikutip dari Manullang (2012:173) mengatakan bahwa Control consist
in verifying wheteer everything occure in conformity with the plan adopted, the
instruction issued and principles established. It has for object to point out
weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrance. It
operate in everything peoples, actions. Menurut Handoko (2013:357) pengawasan
adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan
manajemen tercapai. Berdasarkan penjelasan para ahli diatas maka dapat
disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk mengetahui
permasalahan-permasalahan serta hambatan dalam proses pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
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2.5.2 Tipe-Tipe Pengawasan
Handoko (2013:359) menyatakan bahwa terdapat tiga tipe-tipe pengawasan
yaitu :
a. Pengawasan pendahuluan (steering controls)

Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-
masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan
memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu
diselesaikan.

b. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan
(concurent controls)

Pengawasan ini dilakukan selama kegiatan berlangsung, serta merupakan
proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui atau syarat
harus dipenuhi sebelum kegiatan-kegiatan dapat dilanjutkan, atau menjadi
peralatan “double check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan.

c. Pengawasan umpan balik (feedback controls)

Pengawasan ini dilakukan dengan mengukur hasil-hasil dari suatu
kegiatan yang telah dilakukan, sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau
standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-
kegiatan serupa dimasa yang akan datang.

2.5.3 Prinsip-Prinsip Pengawasan
Menurut Manullang (2012:174 ) prinsip-prinsip pengawasan adalah sebagai

berikut:
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Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-

kegiatan yang harus diawasi

. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan

Fleksibel

. Dapat mereflektir pola organisasi

Ekonomis
Dapat dimengerti

Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif

2.5.4 Proses Pengawasan

Menurut Handoko (2013:360) tahap-tahap dalam proses pengawasan dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a.

Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)

Suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian

hasil-hasil tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan

sebagai standar. Terdapat tiga bentuk standar yang umum yaitu standar-

standar fisik, standar-standar moneter, dan standar-standar waktu.

b. Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara

tepat agar penetapan standar yang telah dilakukan dapat dilakukan sesuai

dengan perencanaan.
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c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu
pengamatan (observasi), laporan-laporan baik secara lisan ataupun tertulis,
metode-metode otomatis, dan inspeksi pengujian (test).
d. Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan
Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisis untuk menentukan
mengapa standar tidak dapat dicapai.
e. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan
Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin

diubah, pelaksanaan dipebaiki atau keduanya dilakukan secara bersamaan.

Penet.
Ny | Pengukuran Pembandingan
Penetapan Standar Pengukuran ) .
Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dengan standar :
Kegiatan kegiatan evaluasi
b

Pengambilan
tindakan koreksi bila [+
perlu

= = Tindakan Koreksi

Gambar 2.1 Proses-Proses Pengawasan
Sumber: Handoko, T Hani (2013:361)

2.5.5 Teknik Pengawasan
Menurut Siagian (2012:259) teknik-teknik dalam melakukan pengawasan

adalah sebagai berikut :
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a. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat
sendiri bagaimana cara petugas operasional dalam menyelenggarakan
kegiatan dan melaksanakan tugasnya.

b. Melalui laporan baik lisan maupun tulisan dari penyelenggara yang sehari-
hari mengawasi secara langsung kegiatan pada bawahannya.

c. Melalui penggunaan kuisioner yang respondennya adalah para pelaksana
kegiatan operasional.

d. Wawancara dengan penyelenggara berbagai kegiatan operasional dalam
rangka pengawasan.

2.5.6 Cara-Cara Pengawasan
Menurut Manullang (2012:178-183) cara-cara pengawasan adalah sebagai
berikut :

a. Peninjauan pribadi

Peninjauan pribadi (personal inspection) adalah pengawasan dengan
meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.

b. Pengawasan melalui laporan lisan

Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui
laporan lisan yang diberikan bawahan.

c. Pengawasan melalui laporan tertulis

Laporan tertulis adalah suatu pertanggungjawaban kepada atasannya
mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan

tugas-tugas yang diberikan atasannya.
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Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus

Pengawasan yang berdasarkan kekecualian atau control by exception

adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan kepada

soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima

laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

2.5.7 Pengawasan yang Efektif

Menurut Siagian (2012:130) ciri-ciri pengawasan yang efektif adalah sebagai

berikut:

Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang
diselenggarakan, yang dimaksud adalah bahwa teknik pengawasan harus
sesuai dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan

pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.

. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan

adanya deviasi dari rencana. Pengawasan harus mampu mendeteksi
deviasi atau penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan
itu menjadi kenyataan.

Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis

tertentu.

. Objektivitas dalam pengawasan.

Keluwesan pengawasan.
Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Pola dasar dan

tipe organisasi tertentu ditetapkan dalam pembagian tugas, pendelegasian



37

wewenang, pola pertanggungjawaban, jalur komunikasi, dan jaringan
informasi.

g. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilakukan supaya
keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin
tinggi. Oleh karena itu pengawasan sendiri harus diselenggarakan dengan
tingkat efisiensi yang tinggi.

h. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat.

I. Pengawasan mencari apa Yyang tidak beres. Teori pengawasan
menonjolkan usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja dengan
menyoroti sistem kerja yang berlaku bagi organisasi. Artinya yang
menjadi sorotan utama adalah mencari dan menemukan apa yang tidak
beres dalam organisasi.

J. Pengawasan harus bersifat membimbing. Apabila telah diketahui yang
tidak beres dan siapa yang salah serta telah diketahui faktor-faktor
penyebabnya, seorang pengawas harus berani mengambil tindakan yang
dipandang paling tepat sehingga kesalahan yang dilakukan oleh bawahan
tidak akan terulang kembali.

2.5.8 Manfaat Pengawasan
Menurut Siagian (2012:261) manfaat hasil pengawasan sebagai berikut:

a. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam
organisasi.

b. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana

dengan efisien dan efektif.
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c. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam
penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.

d. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja
yang memuaskan.

e. Tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari

standar tidak terus berlanjut.

2.6 Sektor Industri
2.6.1 Definisi Industri

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan
bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku
dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga dapat menghasilkan barang yang
memiliki nilai tambah serta manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri.
Menurut Zulkifli (2017:1) industri merupakan suatu usaha untuk memproduksi,
bahan jadi, barang mentah atau bahan baku melalui proses pengolahan dalam
jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga yang
seminimal mungkin namun memiliki mutu yang sebaik mungkin. Berdasarkan
definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa industri adalah suatu usaha
ekonomi untuk melakukan pengolahan bahan baku atau barang mentah menjadi
suatu produk yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang lebih tinggi.
2.6.2 Kilasifikasi Industri

Menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/1/1986 industri

dibedakan yaitu :
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a. Industri Kimia Dasar

Industri Kimia Dasar adalah industri yang memerlukan modal besar,
keahlian yang tinggi, serta menerapkan teknologi yang maju. Adapun yang
tergolong dalam kelompok Industri Kimia Dasar yaitu :

1) Industri kimia organik terdiri dari industri bahan peledak dan industri

bahan kimia tekstil.

2) Industri kimia anorganik terdiri dari industri semen, industri asam

sulfat, dan industri kaca.

3) Industri agrokimia terdiri industri pupuk kimia dan industri pestisida.

4) Industri selulosa dan karet terdiri industri kertas, industri pulp, dan

industri ban.
b. Industri Mesin Logam Dasar dan Elektonika (IMELDE)

Industri mesin logam dasar dan elektonika adalah industri yang mengolah
bahan-bahan mentah logam untuk menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa
mesin dan perakitan. Adapun yang tergolong dalam kelompok industri mesin
logam dasar dan elektronika yaitu :

1) Industri mesin dan perakitan alat-alat pertanian, misalnya mesin

hueler, mesin traktor, serta mesin pompa.

2) Industri alat-alat berat atau konstruksi, misalnya buldozer, excavator,

pemecah batu, serta motor grader.

3) Industri mesin perkakas, misalnya mesin bor, mesin gergaji, mesin

pers, dan mesin bubut.

4) Industri elektronika, misalnya televisi, komputer dan radio.
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5) Industri mesin listrik, misalnya generator dan transformator tenanga.

6) Industri kereta api misalnya gerbong dan lokomotif.

7) Industri kendaraan bermotor (otomotif), misalnya mobil, motor, dan

suku cadang kendaraan bermotor.

8) Industri pesawat, misalnya helikopter dan pesawat terbang.

9) Industri logam dan produk besar, misalnya industri alumunium,

industri tembaga, dan industri besi baja.

10) Industri perkapalan, misalnya pembuatan kapal dan reparasi kapal

11) Industri mesin dan peralatan pabrik, misalnya peralatan pabrik,

mesin produksi, konstruksi, dan the blower.
c. Aneka Industri (Al)

Aneka industri adalah industri yang bertujuan menghasilkan bermacam-
macam barang kebutuhan hidup untuk kegiatan sehari-hari. Adapun yang
tergolong dalam kelompok aneka industri yaitu :

1) Industri tekstil, misalnya kain dan pakaian jadi.

2) Industri alat listrik dan logam, misalnya lemari es, kipas angin,

televisi, radio, dan mesin jahit.

3) Industri kimia, misalnya pasta gigi, sampo, sabun, plastik, obat-

obatan, pipa, dan tinta.

4) Industri pangan, misalnya terigu, gula, teh, kopi, garam, dan minyak

goreng.

5) Industri bahan bangunan dan umum, misalnya kayu lapis dan

marmer.
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d. Industri Kecil (1K)

Industri kecil adalah industri yang bergerak dengan jumlah pekerja
sedikit dan teknologi sederhana. Adapun biasanya disebut juga dengan
industri rumah tangga, misalnya industri alat-alat rumah tangga, industri

kerajinan, dan industri gerabah.
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan
pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengembangkan
konsep dan menghimpun fakta yang selanjutnya dilakukan pengukuran yang cermat
terhadap fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Efendi, 2006:4). Menurut
Bogdad dan Taylor dikutip dari Moelong (2016:4) penelitian kualitatif adalalah
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada
latar belakang individu secara holistik sehingga tidak diperbolehkan untuk
mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi
memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Menurut Cresswell dikutip dari Noor (2011:34) penelitian kualitatif sebagai
suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan
respoden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif
merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis
dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah
dan bersifat penemuan. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pada makna
dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas,
mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami data, dan meneliti sejarah

perkembangan.
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Dari kajian-kajian tersebut dapat disintetiskan bahwa penelitian kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan
lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode ilmiah (Moleong, 2016:6). Dalam penelitian ini peneliti akan
mendeskripsikan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) di sektor industri Kabupaten Malang.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:209) fokus penelitian ditetapkan untuk mempertajam
penelitian serta untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi
sosial yang diteliti. Adapun fokus pada penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) di sektor industri Kabupaten Malang akan dianalisis
sesuai dengan teori tahap-tahap proses pengawasan menurut Handoko
(2013:360) yang terdiri dari lima tahapan yaitu :

a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)
b. Penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan
c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

d. Pembandingan dengan standar dan analisis penyimpangan

@D

. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan
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2. Faktor pendukung dan faktor penghambat proses pelaksanaan pengawasan
pengoloaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri

Kabupaten Malang.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan
penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data serta informasi yang
diperlukan. Menurut Moleong (2016:128) dalam menentukan lokasi penelitian
harus mempertimbangkan teori substantif serta mempelajari dan mendalami fokus
serta rumusan masalah yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini
adalah Kabupaten Malang. Alasan dalam pemilihan lokasi penelitian ini yaitu
karena Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah di Jawa Timur dengan jumlah
perusahaan yang tinggi. Hal tersebut berpotensi menghasilkan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dari hasil kegiatan yang dilakukan.

Situs penelitian yaitu tempat dimana peneliti akan menangkap keadaan yang
sebenarnya objek yang akan diteliti serta untuk mendapatkan data-data yang valid
dan akurat sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan (Moleong,
2016:128). Situs penelitian yang ditentukan dengan tujuan untuk memudahkan
penetapan lokus agar tidak meluas. Adapun situs penelitian yang dipilih adalah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang terletak di Jalan KH. Agus Salim

Nomor 7.
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3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dikutip dari Moleong (2016:157) sumber data
utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah
data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Pegumpulan data primer yang
dilakukan oleh peneliti yaitu metode wawancara sehingga informan sebagai sumber
data dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan
mendatangi situs penelitian yang dapat memberikan data-data sekunder sebagai
pendukung. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan dan dokumen.
Adapun jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data primer adalah data asli yang diperoleh dan kemudian diolah oleh
peneliti sendiri. Sumber data primer dalam penelitian pengawasan
pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor industri
Kabupaten Malang adalah sumber data yang diperoleh secara langsung
dari informan melalui kegiatan wawancara. Informan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

a) Bapak Mahyudin S.T, M.Ling selaku Kepala Seksi Penanganan
Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

b) Bapak Eko Wahyudi S.E, S.AP selaku Kepala Seksi Pengawasan
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

c) lbu Ari Yusita Agustini S.T, M.T selaku Kepala Seksi Penanganan,
Pengaduan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Malang

d) Bapak Kusmanan S.E selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan
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e) Bapak Bagus Dewanata S.T selaku Staff Seksi Pengananan Limbah B3
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

f) Saudari Rhisma Wahyu selaku Staff Keselamatan dan Kesehatan Kerja
PT Prima Putra Sentosa

g) Bapak Wiroso Hadi selaku Kepala Desa Pandan Landung Kecamatan
Wagir

h) Bapak Supriono selaku masyarakat Desa Pandan Landung Kecamatan
Wagir

. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen,

arsip-arsip, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang sesuai

dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang
digunakan adalah sebagai berikut :

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

b) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat
Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Oleh

Pemerintah Daerah
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d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan

e) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

f) Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Berancun (B3) Tahun 2017 dan 2016

g) Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Timur
2016 dan 2017

h) Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun
2017

i) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
2018

j) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun
2016-2021

k) Jumlah Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3)

I) Gambaran Umum Kabupaten Malang

m)Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah
yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan dari penelitian
adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah
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ditetapkan. Menurut Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman dikutip dari
Sugiyono (2015:225) menyatakan bahwa “the fundamental methods relied on by
qualitative researchers for gathering information are participation in the setting,
direct observation, in-depth interviewing, and document review”. Adapun teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :
1. Observasi
Menurut Sutrisno Hadi dikutip dari Sugiyono (2015:145) observasi
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari
berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dilakukan tidak terbatas
pada orang tetapi juga terhadap obyek-obyek alam yang lain. Dari segi proses
pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi
participant observation (observasi berperan serta) dan non participant
observation (observasi tidak berperan serta). Selain itu jika dilihat dari segi
instrumentasi yang digunakan maka observasi dapat dibedakan menjadi
observasi terstruktur dan tidak struktur. Observasi yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah observasi tidak berperan serta. Peneliti akan melakukan
observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yaitu di Jalan KH.
Agus Salim Nomor 7.
2. Wawancara
Menurut Moleong (2016:186) wawancara adalah teknik pengumpulan
data dengan komunikasi verbal yang dilakukan oleh dua pihak yaitu
pewawancara (interviewer) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (interviewee) sebagai pihak yang memberikan jawaban atas
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pertanyaan. Menurut Esterberg dikutip dari Sugiyono (2015:231)
menyatakan bahwa “interview is a meeting of two persons to exchange
information and idea through question and responses, resulting in
communication and joint construction of meaning about a particular topic”.
Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara
terstruktur. Moleong (2016:190) menyatakan bahwa wawancara terstruktur
adalah wawancara yang dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah dan
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada terwawancara
(interviewee) untuk mendapatkan jawaban terhadap hipotesis kerja. Kegiatan
wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan :
a) Bapak Mahyudin S.T, M. Ling selaku Kepala Seksi Penanganan
Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada Selasa,
8 Januari 2019
b) Bapak Eko Wahyudi S.E, S.AP selaku Kepala Seksi Pengawasan
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada Rabu,
9 Januari 2019
c) lbu Ari Yusita Agustini S.T, M.T selaku Kepala Seksi Penanganan,
Pengaduan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Malang pada Kamis, 17 Januari 2019
d) Bapak Kusmanan S.E selaku Staff Seksi Pengawasan Lingkungan pada

Selasa 18 Desember 2018
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e) Bapak Bagus Dewanata S.T selaku Staff Seksi Pengananan Limbah B3
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Pada Kamis, 20
Desember 2019

f) Saudari Rhisma Wahyu selaku Staff Keselamatan dan Kesehatan Kerja
PT Prima Putra Sentosa pada Rabu, 9 Januari 2019

g) Bapak Wiroso Hadi selaku Kepala Desa Pandan Landung Kecamatan
Wagir pada Jumat, 8 Februari 2019

h) Bapak Supriono selaku masyarakat Desa Pandan Landung Kecamatan
Wagir pada Jumat, 8 Februari 2019

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:204) dokumentasi merupakan catatan peristiwa
yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya
catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan,
kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup,
sketsa dan lain-lain.

Menurut Guba dan Lincoln dikutip dari Moleong (2016:216)
mendefinisikan record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh
seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau
menyajikan akunting. Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film,
lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang
penyidik. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena

dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk
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menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dalam penelitian ini
peneliti akan mengambil dokumentasi di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang serta menggunakan dokumentasi hasil wawancara dengan

narasumber.

3.6 Instrumen Penelitian

Menurut Lincoln and Guba dikutip dari Sugiyono (2015:223) menyatakan
bahwa “The Instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see
that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but
the human is the initial and continuing mainstay. But if the human instrument has
been used estensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be
constructed that is grounded in the data that the human instrument has product”.

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau
mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan
penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2016: 222). Instrumen atau alat yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia
atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama (Sugiyono,
2016:223). Selama menjalankan proses penelitian, peneliti tidak pernah
diwakili oleh orang lain, dan selalu melakukannya sendiri baik wawancara
maupun observasi. Oleh karena itu maka semua data yang diperoleh di

lapangan peneliti benar-benar memahami.
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2. Pedoman-pedoman wawancara (interview guide), hal ini berguna untuk
membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang
diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara
peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang
diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam
data yang sudah didapatkan sebelumnya. Namun sejauh ini peneliti sangat
jarang sekali menggunakan atau memperlihatkan pedoman wawancara
saat melaksanakan penelitian dalam rangka meminimalisir kecurigaaan.

3. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa peralatan
penunjang, diantaranya yaitu alat rekaman dan foto melalui HP peneliti,

serta buku saku kecil.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data
Strauss and Corbin. Strauss dan Corbin mengemukakan dikutip dari buku yang
ditulis oleh McNabb (2002) yang berjudul “Research Methods in Public
Administration and Non-Profit Management” bahwa terdapat tiga langkah dalam

penelitian kualitatif yaitu :
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Analisis Data

Pengumpulan Interpretasi
Data Data

Gambar 3.1 Model Analisis Data Strauss dan Corbin
Sumber: Olahan Peneliti, Dikutip dari McNabb (2002,3-5)

1. Pengumpulan Data Kualitatif

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah berpartisipasi dalam
situasi sosial serta menulis pandangan yang didapat oleh peneliti baik dalam video
atau perekam suara dari suatu peristiwa, dan menganalisis dokumen dan materi-
materi empiris lainnya.
2. Menganalisis Data Kualitatif

Analisis data dapat dilakukan dengan hasil data yang diperoleh pada beberapa
level. Peneliti harus mengidentifikasi dan memilih kategori yang relevan untuk
pemilihan data. Peneliti membandingkan data dengan kategori yang telah ada,
proses ini dapat disebut dengan konseptualisasi yang berarti mengurangi data yang
tidak diperlukan.
3. Mengintrepetasikan Data Kualitatif

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mengintrepetasikan pola dan
hubungan yang diungkapkan dengan data sesuai dengan fokus penelitian.

Interpetasi dilakukan ketika peneliti menarik kesimpulan dari struktur yang ada
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dalam data. Selain itu dalam menggunakan diagram atau grafik, peneliti harus

memeriksa dan menjelaskan hubungan timbal balik antar data.

3.8 Keabsahan Data
Menurut Sugiyono (2015:270) dalam pengujian keabsahan data dalam
penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :
1. Uji Kredibilitas (Credibility)
Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali ke lapangan,
melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang
pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini
berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab,
semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi
yang disembunyikan lagi.

b. Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara lebih
cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian
data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai cara, dan berbagai watu. Dengan demikian tedapat triangulasi
sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

2. Uji Keteralihan (Transferbility)
Uji transferbility merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif.
Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya

hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.
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3. Uji Kebergantungan (Depenability)

Uji depenability dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan
audit terhadap keseluruhan proses penelitian.
4. Uji Kepastian (Konfirmability)

Uji  konfirmability dalam penelitian kualitatif serupa dengan uji
depenability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji
konfirmability yaitu menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses

yang dilakukan.



Latar Belakang

Jumlah industri di Kabupaten yang telah
memiliki izin rekomendasi pengelolaan limbah
B3 tidak berbanding lurus dengan jumlah
industri yang ada

Masih terdapat industri yang tidak memiliki
izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan belum memenuhi persyaratan
dalam melakukan pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3).

Rumusan Masalah

Bagaimanakah Pengawasan
Pengelolaan Limbah B3 di Sektor
Industri Kabupaten Malang?

Apakah Faktor Pendukung dan
Faktor Penghambat Pengawasan
Pengelolaan Limbah B3 di Sektor
Industri Kabupaten Malang?

Hasil yang Diharapkan

Dengan penelitian ini maka dapat diketahui
proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan
limbah B3 di sektor industri yang dilakukan
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Malang. Sehingga dapat disimpulkan apakah
pengawasan yang dilakukan sudah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2014.

Tujuan Penelitian

. Untuk mengetahui, menganalisis,

dan mendeskripsikan Pengawasan
Pengelolaan Limbah B3 di Sektor
Industri Kabupaten Malang.

Untuk mengetahui, menganalisis,
dan  mendeskripsikan = Faktor
Pendukung dan Faktor Penghambat
Pengawasan Pengelolaan Limbah
B3 di Sektor Industri Kabupaten

[

. Penelitian

Metode Penelitian

Deskriptif
Pendekatan Kualitatif
Analisis Data Model Strauss and
Corbin

dengan

Malang

Gambar 3.2 Kerangka Penelitian
Sumber : Olahan Peneliti, 2019
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Konsep dan Teori Pendukung

. Penelitian terdahulu

. Administrasi Publik

. Manajemen Pengelolaan Limbah
. Pengelolaan Limbah B3

. Pengawasan

. Sektor Industri
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang
4.1.1.1 Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Malang memiliki luas 3.534,86 km? atau 353.486 ha dan
terletak pada koordinat 112°17° 10,90” — 122°57° 00,00” Bujur Timur, 7°44° 55,11”
— 8926’ 35,45” Lintang Selatan. Kabupaten Malang merupakan daerah dengan luas
wilayah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Luas
Kabupaten Malang tersebut terbagi atas kawasan daratan dan lautan, masing-
masing seluas 3.534,86 km? dan 557,81 km?. Adapun batas wilayah Kabupaten

Malang sebagai berikut:

Sebelah Utara Kabupaten Jombang, Kabupaten

Mojokerto, Kabupaten Pasuruan

Sebelah Timur
Sebelah Selatan

Selatan Barat

Bagian Tengah (Lingkar Dalam)
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Kabupaten Lumajang
Samudera Indonesia
Kabupaten Blitar dan Kabupaten
Kediri

Kota Malang dan Kota Batu
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Gambar 4.1 Peta Kabupaten Malang

Sumber : Ih.malangkab.go.id, 2019

4.1.1.2 Pemerintahan
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Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi menjadi 33

Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.183 Rukun Warga (RW) dan 14.869 Rukun

Tetangga (RT). Pusat pemerintahan Kabupaten Malang berada di Kecamatan

Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota

Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Berikut merupakan
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tabel jumlah Desa/Kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT per Kecamatan di

Kabupaten Malang :

Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan Tahun 2017

No Kecamatan Desa/Kelurahan RW RT
Desa | Kelurahan
1. | Donomulyo 10 - 119 502
2. | Kalipare 9 - 75 459
3. | Pagak 8 - 77 337
4. | Bantur 10 - 96 492
5. | Gedangan 8 - 84 358
6. | Sumbermanjing Wetan 15 - 115 539
7. | Dampit | 1 114 711
8. | Tritoyudo 13 - 62 295
9. | Ampelgading 13 - 97 316
10. | Poncokusumo 17 - 168 825
11. | Wajak i - 145 486
12. | Turen 15 2 172 704
13. | Bululawang 14 - 89 351
14. | Gondanglegi 14 - 59 382
15. | Pagelaran 10 - 63 277
16. | Kepanjen 14 4 77 468
17. | Sumberpucung 7 - 53 258
18. | Kromengan 7 - 51 233
19. | Ngajum 9 - 99 354
20. | Wonosari 8 - 78 308
21. | Wagir 12 - 96 387
22. | Pakisaji 12 - 87 373
23. | Tajinan 12 - 75 360
24. | Tumpang 15 - 104 646
25. | Pakis 15 - 147 831
26. | Jabung 15 - 82 476
27. | Lawang 10 2 151 631
28. | Singosari 14 3 138 789
29. | Karangploso 9 - 109 494
30. | Dau 10 - 79 338
31. | Pujon 10 - 82 349
32. | Ngantang 13 - 73 348
33. | Kesambon 6 - 67 192
Jumlah/Total 378 12 3..183 | 14.869

Sumber : Olahan Peneliti, 2019 (Dikutip dari Kabupaten Malang Dalam Angka

2018)
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4.1.1.3 Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2015 menurut
Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 2.544.315 jiwa. Berikut dapat dijelaskan tabel
perkembangan penduduk Kabupaten Malang dari tahun 2011-2015 :

Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang Tahun

2011-2015

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah 2.471.970 | 2.490.878 | 2.508.698 | 2.527.087 | 2.544.315
Penduduk jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa
Jumlah Laki- | 1.241.002 | 1.250.780 | 1.260.414 | 1.269.613 | 1.278.511
Laki jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa
Jumlah 1.230.968 | 1.240.098 | 1.248.284 | 1.257.474 | 1.265.804
Perempuan | jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa
Pertumbuhan | 0,81% 0,76% 0,71% 0,73% 0,68%
Penduduk
Kepadatan | 699 /km? | 705 /km? | 710 /km? | 715 /km? | 720 /km?
Penduduk

Sumber :Olahan Peneliti, 2019 (Dikutip dari BPS Kabupaten Malang Tahun
2016)

Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.278.511 jiwa (50,24 persen) dan
perempuan 1.265.804 jiwa (49,76 persen). Tingkat pertumbuhan penduduk rata-

rata sebesar 0,68 persen dan tingkat kepadatan sebesar 720 jiwa/Km2,

4.1.1.4 Industri Kabupaten Malang

Perkembangan di bidang industri terus mengalami pertumbuhan, dimana setiap
tahunnya bermunculan banyak industri non formal (rumah tangga) di berbagai
wilayah Kabupaten Malang, baik berupa kelompok usaha industri maupun industri
perorangan. Selain itu, perkembangan industri formal juga mengalami peningkatan.
Pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang

menyebabkan industri rumah tangga yang ada dapat meningkat menjadi industri
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kecil dengan adanya legalitas usaha berupa Tanda Daftar Industri (TDI). Demikian
pula dengan industri kecil semakin berkembang menjadi industri menengah dan
besar dengan dimilikinya legalitas usaha berupa Ijin Usaha Industri (IUI).
Perkembangan jumlah unit usaha di sektor industri seperti tercantum dalam tabel
berikut:

Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Industri Tahun 2012-2016

No Jenis Industri 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1. | Formal/Berijin
a) Besar 30 30 30 30 30
usaha | usaha | usaha | usaha | usaha
b) Menengah 358 378 389 402 413
usaha | usaha | usaha | usaha | usaha
c) Kecil 1329 1359 1385 1407 1447
usaha | usaha | usaha | usaha | usaha
Jumlah Industri 1.717 | 1.767 | 1.804 | 1.839 | 1.890
Formal usaha | usaha | usaha | usaha | usaha
2. | Informal/Rumah Tangga | 19.637 | 20.128 | 20.430 | 20.452 | 21.050
usaha | usaha | usaha | usaha | usaha
Jumlah Total Industri 21.354 | 21.895 | 22.234 | 22.291 | 22.940
usaha | usaha | usaha | usaha | usaha

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2016

Pada tahun 2012 — 2016, jumlah industri terus mengalami perkembangan. Dari
awalnya pada tahun 2012 jumlah industri tercatat 21.354 unit usaha menjadi 22.940
unit usaha untuk industri formal dan non formal. Dengan berkembangnya sektor
industri, maka hal ini juga menyebabkan adanya peningkatan dalam penyerapan

tenaga kerja di sektor industri. Seperti pada tabel berikut :



62

Tabel 4.4 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri
Tahun 2011-2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Formal/Berijin
Besar 25.569 | 25.569 25.569 25.569 | 25.569
orang orang orang orang orang
Menengah 52.207 | 54.704 55.622 56.906 |57.841
orang orang orang orang orang
Kecil 24.014 | 24.307 24.460 24.646 | 24.771
orang orang orang orang orang
Jumlah  Industri | 101.790 | 104.580 | 105.651 | 107.121 | 108.181
Formal orang orang orang orang orang
Informal/Rumah 53.871 |54.191 54571 55.116 | 55.295
Tangga orang orang orang orang orang
Jumlah Industri 155.661 | 158.771 | 160.222 | 162.237 | 163.476
orang orang orang orang orang

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2015

Pada tahun 2011 — 2015, penyerapan tenaga kerja di sektor industri terus
mengalami perkembangan. Dari awalnya pada tahun 2011 penyerapan tenaga kerja
tercatat 155.661 orang menjadi 163.476 orang pada tahun 2015 untuk sektor

industri formal dan non formal.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
4.1.2.1 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Malang awalnya merupakan tugas dan
fungsi Sub Bagian Produksi | dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang. Tahun 1995, mulai terbentuk Bagian Lingkungan Hidup pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Tahun 2001, sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA), Bagian

Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah berubah menjadi Badan Pengendalian
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Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malang sampai dengan
2004. Tahun 2004 sampai dengan 2008 BAPEDALDA digabung dengan Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan
Sumber Daya Mineral (LHESDM) Kabupaten Malang. Hal tersebut mengacu pada
Keputusan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada Tahun 2008 sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2005 tentang Pedoman Organisasi Pemerintan Daerah dan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral
(LHESDM) dipecah kembali menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan
Badan Lingkungan Hidup. Penetapan tersebut berdasarkan pada Peraturan Bupati
Malang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Nomenklatur Badan Lingkungan Hidup ini
berlaku hingga tahun 2016. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor
23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kehutanan, maka selanjutnya nomenklatur Badan Lingkungan Hidup diubah
menjadi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi
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Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup.

4.1.2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup
a. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup
1) Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya
pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara
2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3) Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan
SDA yang berkelanjutan
b. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup
1) Terpeliharanya kualitas air
2) Terpeliharanya kualitas udara
3) Meningkatnya penanganan sampah
4) Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan
5) Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air
6) Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi
7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi

lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim



4.1.2.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

DINAS
KELOMPOK JABATAN SENRETARIAT
FUNGSIONAL
SUBBAG
SUBBAG UMUM SUBBAG PERENCANAAW,
KEUANGAN EVALUASI DAN
KEPEGAWAIAN iprerkis
T
|
| )
| i
BIDANG PENGENDALIAN BIDANG PENEGAKAN
BOANS TATA s%m ;i’m;m;‘a PENCEMARAN DAN HUKUM DAN PENINGKATAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN KAPASITAS LINGKUNGAN
I |
SEKS! KAJIAN SEKS| SEKSI PEMANTAUAN
[~  STRATEGIS ——{ PENGURANGAN — KUALITAS — SEKS'N"GE‘:‘SNAG%SAN
LINGKUNGAN SAMPAH LINGKUNGAN
SEKSI SEKSI PENANGANAN
||| ‘Sensticuian || SEKSI PENANGANAN || PENANGGULANGAN PENGADUAN DAN
LINGKUNGAN SAMPAH PENCEMARAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN LINGKUNGAN
SEKS SEKSI PENINGKATAN
1 PEMELIHARAAN SEKS) TENANGANAN SENSLEEMULIHAN —{ " KapasiTAs
LIMBAH B3 LINGKUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP
— = (aris Komando UPT
e = Garis Koordinasi

65

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2019

Berdasarkan gambar diatas maka struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
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3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Bidang Tata Lingkungan
1) Seksi Kajian Strategis Lingkungan
2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan
3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
2) Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
3) Seksi Pemulihan Lingkungan
e. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
2) Seksi Pengawasan Lingkungan
3) Seksi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
1) Seksi Pengurangan Sampah
2) Seksi Penanganan Sampah
3) Seksi Penanganan Limbah B3
4.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
a. Kepala Dinas
1) Memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina,
mengkoordinasikan dan kerjasama dalam pelaksanaan Lingkungan
Hidup yang ditetapkan Bupati.

2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang
tugasnya.
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b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas yaitu:

1) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang
meliputi kegiatan surat-menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah
tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan, koordinasi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Lingkungan Hidup

2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya

Sekretariat mempunyai fungsi yaitu:

1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan

2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan
pendidikan pelatihan pegawai

3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan

masyarakat

4) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan
daerah

5) Penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan,
kearsipan

6) Pengel